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Penulis 
 
ABSTRAK 
 
AYU ASRINI DJAMALUDDIN (B111 12 049), Tinjauan Yuridis terhadap 
Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan secara 
Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 
15/Pid.Sus/2012/PN JO) dibimbing oleh Andi Sofyan sebagai 
Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 
penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No. 
15/Pid.Sus/2012/PN JO dan untuk mengetahui bagaimanakah 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-
sama dalam putusan No. 15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jeneponto khususnya pada 
Instansi Pengadilan Negeri Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung 
ke lapangan (Pengadilan Negeri Jeneponto) untuk mengumpulkan data 
untuk wawancara dan studi dokumentasi dan data yang diperoleh dianalisi 
secara kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang 
dilakukan secara bersama-sama yakni Pasal 285 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-
1 KUHP tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku sebab Hakim dalam menerapkan hukum pidana materil tidak 
memperhatikan asas lex specialist derogate legi generali sehingga hukum 
pidana materil yang tepat untuk diterapkan kepada terdakwa Andika 
adalah Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan 
secara bersama-sama, dalam pertimbangan Hakim untuk sebagian telah 
sesuai dengan teori pemidanaan namun dalam pertimbangan mengenai 
hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa Andika 
mengakibatkan Korban Riskawati mengalamai penderitaan secara fisik 
dan psikis. Selain itu, amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak 
memberikan efek jera dan dengan mudahnya mengulangi perbuatannya 
dikemudian hari dan tidak mudah pula mampu memperbaiki diri terdakwa  
Andika meskipun telah menyesali serta telah menikahi saksi korban 
Riskawati. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini Dunia Teknologi sangat berkembang dengan 
pesat sehingga imbasnya juga terhadap cara bergaul dan pola pikir 
manusia yang diubah didalam perkembangan tersebut. Menurut 
Agung Wahyono dan Siti Rahayu: “Pembangunan Nasional yang 
merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun 
negatif”. 
Semakin berkembangnya teknologi dan arus informasi yang 
mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif 
tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan 
masyarakat.Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya 
tindakan Kriminal yang terjadi. Salah satu tindakan kriminal yang 
semakin marak terjadi adalah persetubuhan, ironisnya yang 
melakukan kejahatan itu bukan hanya orang dewasa saja tetapi 
juga oleh anak. 
Tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak, 
termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat 
penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, 
tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar 
normasosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika 
yang diperkosa adalah anak yang secara fisik yang belum 
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mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan 
dewasa. 
Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah 
generasi penerus dari sebuah bangsa, dalam artian bahwa 
golongan-golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan-
golongan muda yang merupakan evolusi dari anak. Keberadaan 
anak dalam satu Negara sangatlah penting, karena nantinya akan 
menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah 
Negara. Mereka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan 
sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam 
rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, 
dan sosial secara seimbang.Lingkungan dan pendidikan menjadi 
faktor penting dalam pembentukan karakter seorang 
anak.Layaknya orang dewasa, anak-anak pun mempunyai hak 
diantaranya hak untuk mendapat kesehatan serta hak untuk 
mendapat pendidikan dan pengasuhan yang layak. 
Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun2002 Pasal 3 menyebutkan 
bahwa: 
„‟Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. 
3 
 
Sebagai contoh, kasus yang menjadi momok bagi 
masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap 
harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai 
pelakunya sering kita dapatkan dan kita saksikan di berbagai media 
massa. Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak 
sebagai pelakunya yang terjadi tidak hanya dilingkungan sekolah, 
lingkungan rumah (bertetangga), bahkan terjadi dilingkungan 
keluarga. Berikut ini adalah beberapah contoh kasus yang terkait 
yaitu: 
Amuk Massa terjadi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi 
Selatan. Puluhan orang merusak serta membakar rumah pelaku 
Percobaan pemerkosaan terhadap YS (18), Jumat (01/01/2016). 
Peristiwa yang terjadi sekitar Pukul 12.00 Wita ini bermula saat 
seorang gadis berinisial YS (18) mengaku menjadi korban 
pemerkosaan dari pria berinisial RJ beserta rekan-rekannya, pada 
Kamis (31/12/15) di Jl. Lingkar Depan Café 88, Kelurahan Empoan, 
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. 
Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Meragin, 
Jambi, Dua gadis yang disetubuhi bapak kandungnya sendiri yang 
didengar warga dalam seminggu ini, mendapat informasi tersebut 
BP2KBPA (Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana 
dan Perlindungan Anak) Kabupaten Merangin langsung mendatangi 
rumah korban. Kemudian oleh tim dari BP2KBPA, kedua korban 
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tersebut langsung diantar ke Polres Merangin untuk melaporkan 
kelakuan bejat ayahnya. 
Kasus lain juga yang turut mengisi pemberitaan media cetak 
adalah seorang oknum guru SMP di Kabupaten Majalengka yang 
sebelumnya menjadi buronan karena telah mencabuli anak muridnya 
sendiri, Pelaku yang merupakan Guru PNS yang bernama Yahya 
Sumantri (55) ditangkap petugas Kepolisian setelah kabur kurang 
lebih dua pekan.  
Dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, perangkat 
Perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu 
terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang 
Perlindungan anak selain itu juga terdapat dalam Undang-undang 
Kesejahteraan Anak maupun di Undang-undang Peradilan Anak.Akan 
tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan 
berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Hampir setiap hari 
media massa tak pernah sepi memberitakan peristiwa-peristiwa 
tentang tindak pidana pemerkosaan maupun persetubuhan baik 
dengan korban perempuan dewasa maupun korban anak. 
Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum 
pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan 
tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta 
ketertiban didalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut 
diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak 
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akanmengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah 
orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu 
ancaman sanksi yang cukup berat. 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa 
tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut dengan 
judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan 
terhadap Anak yang Dilakukan secara Bersama-sama (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 15/Pid.sus/ 2012/PN JO)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan 
diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk 
dikaji, yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara 
bersama-sama dalam Putusan Perkara Nomor: 
15/Pid.sus/2012/PN JO ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakimdalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Perkara 
Nomor: 15/Pid.sus/2012/PN JO ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakan Penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan 
secara bersama-sama dalam Putusan Perkara Nomor: 
15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama 
dalam Putusan Perkara Nomor: 15/Pid.sus/2012/PN JO. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Memberikan wawasan khususnya penulis dan umumnya bagi para 
mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana materil 
terhadap kejahatan persetubuhan. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih 
lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit 
dan dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana sering 
mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang 
merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa 
pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Amir Ilyas (2012:18), Tindak Pidana merupakan: 
“suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam 
ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran 
dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum 
pidana.Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga hukum pidana haruslah bersifat ilmiah dan 
ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan 
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”. 
 
Adami Chazawi (2001:67-69), menerangkan bahwa di 
Indonesia sendiri dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit. Istilah-istilah yang pernah 
digunakan, baik dalam Perundang-undangan yang ada maupun dalam 
berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit 
antara lain adalah Tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran 
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pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat 
dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. 
Strafbaar feit, terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni straf, baar, dan 
feit.Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari 
strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan 
hukum.Perkataan baar diterjemahkan dapat dan boleh.Sementara itu, 
untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, 
dan perbuatan.Secara letterlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” 
artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Sedangkan 
dalam bahasa Belanda “feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” 
dan ”strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah 
perkataan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari 
suatu kenyataan yang dapat dihukum”. 
Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang 
berasal dari bahasa latin yakni delictum dan dalam Bahasa Belanda 
disebut delict. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia arti delik diberi 
batasan sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat 
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap 
Undang-undang Tindak Pidana”. 
Menurut Moeljatno (Andi Hamzah,2008:96), bahwa Perbuatan 
Pidana itu dapat disamakan dengan criminal act, jadi berbeda dengan 
strafbaar feit, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. 
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Katanya, criminal act itu berarti kelakukan dan akibat, yang disebut 
juga actus reus. 
Menurut Marshall (Mahrus Ali, 2011:98), bahwa “Perbuatan 
Pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk 
melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur 
hukum yang berlaku” 
Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai 
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 
Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana.Dalam konsep juga 
dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain 
perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh Peraturan 
Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau 
bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak 
pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan 
pembenar. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 
dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang Teoritis, dan dari 
sudut pandang Undang-undang.Teoritis artinya berdasarkan pendapat 
para Ahli Hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.Sementara 
itu dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak 
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pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-
pasal peraturan Perundang-undangan yang ada. 
Menurut beberapah Teoritis, Unsur Tindak Pidana adalah 
sebagai berikut (Adami Chazawi, 2002:79): 
a. Menurut Moeljatno unsur-unsur  Tindak Pidana adalah: 
1) Perbuatan; 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan). 
 
b. Dari rumusan R. Tresna, Tindak Pidana terdiri dari unsur-
unsur yakni: 
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; 
3) Diadakan tindakan penghukuman. 
 
c. Menurut bunyi batasan menurut Vos, dapat ditarik unsur-
unsur Tindak Pidana adalah: 
a) Kelakuan Manusia; 
b) Diancam dengan pidana; 
c) Dalam peraturan Perundang-undangan. 
 
d. Dari batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham 
monisme) Dapat dirinci unsur-unsur Tindak Pidana adalah: 
1) Perbuatan (yang); 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3) Kesalahan (yang dilakukan oleh yang dapat); 
4) Dipertanggungjawabkan. 
 
e. Sementara itu, Schravendijk, terdapat unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1) Kelakuan (orang yang); 
2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
3) Diancam dengan hukuman; 
4) Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
5) Dipersalahkan/kesalahan. 
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3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Adami Chazawi (2001:121) jenis-jenis tindak pidana dapat 
dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 
a. Kejahatan dan Pelanggaran 
Dalam WvS Belanda (1886), telah terdapat pembagian 
tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran, yang 
berdasarkan asas concordantie dioper kedalam WvS Hindia 
Belanda (1918). 
Disebut dengan rechtdelicten atau tindak pidana hukum, 
yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada 
dimuatnya dalam Undang-undang melainkan memang pada 
dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya 
dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-undang. 
Dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak 
menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam Buku II itu bersifat 
demikian, atau seluruh pelanggaran dalam Buku III mengandung 
sifat terlarang karena dimuatnya dalam Undang-undang. 
Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan 
pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.Hal ini dapat 
diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang 
diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 
dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan 
ancaman pidana penjara. 
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b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil 
Sekedar untuk lebih memperjelas, baik juga diterangkan 
kembali perihal ini.Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 
bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan 
suatu perbuatan tertentu.Perumusan tindak pidana formil tidak 
memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat 
tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak 
pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.Misalnya, 
pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian 
digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti 
larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.Oleh 
karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah 
yang dipertanggung-jawabkan dan dipidana.Misalnya, pada 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada 
menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud 
menembak, membacok, atau memukul.Untuk selesainya tindak 
pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada 
selesainya wujud perbuatan. 
Menurut Van Hamel (Teguh Prasetyo,2010:59), kurang 
setuju dengan pembagian delik formal dan material ini, karena 
menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak 
13 
 
dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena 
adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia 
lebih setuju menyebutnya sebagai “delik yang dirumuskan 
secara formal” dan “delik yang dirumuskan secara materil”. 
c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian 
Tindak Pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan 
atau mengandung unsur kesengajaan.Disamping itu, tindak 
pidana yang secara tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, 
misalnya Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 
(yang diketahui) juga ada yang dalam rumusan tindak pidana 
kesengajaan itu dicantumkan. 
Tindak Pidana culpa (culpose delicten) adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur 
culpa.Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya 
kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), 
maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan 
dapat berupa culpa sebagai alternatifnya.Misalnya unsur “yang 
diketahui” atau “sepatutnyaharus diduga” (Pasal 418, Pasal 480). 
Dilihat dari unsur kesalahannya di sini, ada dua tindak pidana, 
yaitu yang satu adalah tindak pidana sengaja dan yang lain 
adalah tindak pidana culpa, yang ancaman pidananya sama atau 
kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. 
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d. Delik Commisionis dan Delik Omisionis 
1) Delik Commisionis adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga 
perbuatan materiil) adalah perbuatan untuk mewujudkannya 
disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang 
berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. 
2) Delik Ommisionis adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu 
yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum 
untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakuakan 
(aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya 
tadi. Tidak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana 
pengabaian suatu kewajiban hukum. 
Dalam tindak pidana pasif, ada yang disebut delicta 
commisionis per Ommissionem. Misalnya pada pembunuhan 
Pasal 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika 
akibatnya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat 
sebagaimana kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan 
karenanya menimbulakan kematian, disini ada tindak pidana 
pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui 
anaknya agar mati.Perbuatan ini melanggar Pasal 338 
dengan secara perbuatan pasif. 
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e. Tindak Pidana Biasa (gewone delicten) dan Tindak Pidana 
Aduan (Klacht Delicten) 
Tindak pidana yang biasa dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukanya penuntutan pidana terhadap 
pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang 
berhak. 
Sementara itu, Tindak pidana aduan adalah tindak 
pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana 
disyaratkan terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak 
mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnyadalam 
perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal-hal 
tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk 
pengaduan oleh orang yang berhak. 
Tindak pidana aduan ada dua macam; yaitu Tindak 
pidana aduan mutlak/absolut yaitu aduan yang setiap kejadian 
syarat pengaduan itu harus ada, misalnya pencemaran (Pasal 
310) dan fitnah (Pasal 311).dan  Tindak pidana aduan relatif 
yaitu sebaliknya, adalah hanya dalam keadaan tertentu atau jika 
memenuhi syarat/unsur tertentu saja tindak pidana itu menjadi 
aduan, misalnya pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 
ayat 2 jo Pasal 362-365) atau penggelapan dalam kalangan 
keluarga (Pasal 367 jo Pasal 367). 
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f. Jenis Delik yang lain 
Teguh Prasetyo (2010:58), terdapat jenis-jenis delik yang 
lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain: 
1) Delik berturut-turut (voortgezet delict): yaitu tindak pidana 
yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta 
rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah. 
2) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana 
merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan 
terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
3) Delik Berkualifikasi (gequalficeerd), yaitu tindak pidana 
dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, 
penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan ayat (4)). 
Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang 
artinya adalah nama delik itu. 
4) Delik dengan privilege(gepriviligered delict), yaitu delik dengan 
peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu karena takut 
diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan dari 
pembunuhan biasa. 
5) Delik Politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan 
kepala Negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), 
dan juga tindak pidana subversi. 
6) Delik Propia, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai 
negeri, ayah, majikan dan sebagainya yang disebutkan dalam 
KUHP. 
 
B. Pengertian Persetubuhan 
Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah 
sesuai Arrest HogeRaad sebagaimana dikutip (Andi Zainal Farid, 
2007:339) disebutkan: 
“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, 
dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani 
didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam 
peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak 
lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-
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laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan 
tetapi percobaan perkosaan” 
 
Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran 
klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun 
maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan 
sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan. 
Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap 
dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai 
masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau 
masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian 
bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan, dan 
menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk 
percobaan berzina. 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad 
Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya sebagai berikut: “Berhubungan 
badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, 
hubungan sepasang manusia)” 
Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum 
menambahkan arti kata Persetubuhan “coitus” dan “coition” adalah 
suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. 
 
C. Pengertian Anak 
Berikut adalah beberapah pengertian anak dari berbagai 
sumber yang terkait dengan hal tersebut: 
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1) Pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 KUHP dan 
Pasal 72 KUHP yang memakai batasan usia 16 (enam belas) 
tahun serta Pasal 283 KUHP yang memberi batasan 17 (tujuh 
belas tahun). 
2) Pengertian anak menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (BW) merumuskan “Orang yang belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak 
lebih dahulu kawin”. 
3) Didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 menyatakan, anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
4) Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya yang 
dimaksud dengan Anak Nakal adalah: 
a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang 
bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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5) Pengertian Anak didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: 
a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; 
b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana; 
c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak korban adalah anak yang belum umur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana; 
d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
e) Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 1 Angka 
2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa Anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin” 
 
Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh 
karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha 
kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan 
mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 
21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas 
umur dalam peraturan Perundang-undangan lainnya, dan 
tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan 
perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu 
berdasarkan hukum yang berlaku. 
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D. Penyertaan (DEELNEMING) 
Amir Ilyas, Haeranah, Nur Azisah, Kaisaruddin (2012:53), 
bahwa Ajaran Penyertaan ini mempersoalkan “Peranan” atau 
HUBUNGAN” tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak 
pidana (delik), sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, 
agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan/diselesaikan serta 
pertanggung jawabannya atas peranan/bantuan itu. 
Hubungan antar peserta dalam penyelesaian tindak pidana 
tersebut dapat bermacam-macam: 
a) Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan; 
b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu 
kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk 
melaksanakan tindak pidana tersebut; 
c) Seorang saja yang melakukan/melaksanakan tindak pidana 
sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak 
pidana tersebut. 
Pengertian deelneming tidak dijelaskan dalam ketentuan umum 
Buku I KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP hanya memberikan Kualifikasi 
siapa-siapa saja yang dapat digolongkan sebagai orang yang turut 
melakukan tindak pidana, oleh karena itu, dalam doktrin ada beberapa 
pandangan tentang deelneming  (Amir Ilyas, Haeranah, Nur Azisah, 
Kaisaruddin, 2012:54): 
a) Menurut Satochid Kartanegara mengatakan: 
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“Pada suatu delik terdapat apabila dalam satu delik 
tersangkut beberapah orang atau lebih dari seorang” 
 
b) Menurut S.R. Sianturi mengatakan: 
“deelneming adalah ada dua orang atau lebih yang 
melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan 
ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk 
mewujudkan suatu tindak pidana” 
 
c) Menurut Moeljatno berpendapat: 
“ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang 
tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi 
beberapah orang” 
 
Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana 
dapat terjadi dalam hal: 
1. Beberapah orang bersama-sama melakukan satu delik; atau 
2. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan 
merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya 
tetapi ia mempergunakannya orang lain untuk mewujudkan 
delik tersebut; atau 
3. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain 
membantu orang itu dalam mewujudkan delik. 
Pasal 55 KUHP: 
1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau 
turut melakukan perbutan itu; 
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah 
memakai, kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan, 
ancaman, atau tipu daya atau dengan memberi 
kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja 
membujuk untuk melakukan suatu perbuatan 
2) Tentang orang-orang tersebut dalam (sub ke-2) itu yang 
boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan 
yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan 
akibatnya. 
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Pasal 56 KUHP: 
1) Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan 
kejahatan: 
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan 
kejahatan itu; 
2. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, 
daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan 
itu. 
 
Oleh kedua Pasal diatas diadakan lima golongan peserta tindak 
pidana, yaitu:  
a. Pleger (Pelaku) 
Pembuat (dader) adalah orang yang mewujudkan suatu 
peristiwa pidana secara sempurna.Jadi, sebagai pembuat adalah 
orang yang melakukan (pleger) peristiwa pidana seorang diri telah 
berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari Tindak 
Pidana. 
b. Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) 
Doenpleger adalah terwujudnya menyuruh melakukan apabila 
seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu Tindak 
Pidana, tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau 
melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang 
disuruhnya untuk melakukan tindak pidana tersebut 
c. Medepleger (orang yang turut serta) 
Turut melakukan dalam arti kata “Bersama-sama 
melakukan”.Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang 
melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) 
peristiwa pidana itu.Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya 
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melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau 
elemen dari peristiwa pidana itu.Tidak boleh misalnya hanya 
melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya 
hanya menolong. Sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu 
tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu 
melakukan/medeplichtige” dalam Pasal 56. 
d. Uitlokker (Pembujukan) 
Ajaran Deelneming sebagai bentuk penyertaan menurut 
ketentuan Pasal 55 Ayat 1 (Butir ke-2) KUHP yakni membujuk, seperti 
halnya dengan bentuk penyertaan lainnya, maka membujuk 
disyaratkan harus terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing 
berkedudukan: 
1) Membujuk/pembujuk adalah sebagai orang yang 
menganjurkan (Uitlokken) dan lawannya; 
2) Terbujuk adalah orang yang dianjurkan (materiele dader). 
Dalam ketentuan Pasal 55 Ayat 1 (Butir ke-2) KUHP ditentukan 
secara Limitatif/terbatas tentang daya upaya untuk terjadinya 
pembujukan atau penganjuran, maka diluar dari pada daya upaya ini 
yang telah ditentukan tidaklah merupakan Uitlokking/pembujukan atau 
penganjuran. 
e. Mendeplichtige (Pembantuan) 
Orang salah “membantu melakukan”, jika ia sengaja 
memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu 
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dilakukan. Bila bantuan itu dilakukan sesudah kejahatan itu dilakukan, 
maka orang salah melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” 
(heling) melanggar Pasal 480 atau Pasal 221. 
Bantuan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil 
tapi sifatnya harus hanya “membantu” saja, tidak boleh demikian 
besarnya sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir 
atau elemen (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidan, sebab jika 
demikian, maka hal ini masuk golongan “turut melakukan” dalam 
Pasal 55. 
 
E. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hal Persetubuhan  
  Tindak Pidana (Delik) kesusilaan dalam hal persetubuhan tidak 
ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis 
kejahatan. Kejahatan dimaksudkan ini dimuat dalam 5 (lima) pasal, 
yakni: Pasal 284 (Perzinaan), Pasal 285 (Perkosaan bersetubuh), 
Pasal 286 (Bersetubuh dengan perempuan dengan Istrinya yang 
dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (Bersetubuh dengan perempuan 
yang belum berumur 15 (lima belas) tahun yang bukan istrinya), dan 
Pasal 288 (Bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang 
belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian). 
Kejahatan Kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan 
(Pasal 284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuat (laki-
laki).Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi 
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kepentingan hukum kaum perempuan dibidang kesusilaan dalam hal 
persetubuhan (Adami Chazawi, 2005:55). 
1) Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Dalam 
Keadaan Pingsan 
 Kejahatan kesusilaan dalam hal persetubuhan yang 
dimaksudkan ini, dirumuskan dalam Pasal 286 yang selengkapnya 
adalah sebagai berikut: 
“Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di 
luar perkawinan , padahal diketahui bahwa wanita itu dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan 
pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. 
 
 Keadaan pingsan dan keadaan tidak berdaya memiliki 
perbedaan makna walaupun orang pingsan pada dasarnya juga 
tidak berdaya. Perbedaan makna itu ialah, bahwa pada keadaan 
orang pingsan itu berada dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang 
dalam keadaan ini dia tidak mengetahui apa yang telah diperbuat 
oleh orang lain in casu disetubuhi terhadap dirinya. Orang dalam 
keadaan tidur biasa, tidaklah disebut dalam keadaan 
pingsan.Akan tetapi, keadaan tidur karena menelan obat tidur, 
atau disuntik dengan obat tidur, keadan tidur itu dapat disebut 
dengan keadaan pingsan.Misalnya orang dalam keadaan tidak 
sadar karena meminum obat penenang yang melebihi dosis, atau 
obat tidur. Akan tetapi, dalam keadaan tidak berdaya orang itu 
mengerti dan sadar tentang apa yang telah diperbuat oleh orang 
lain terhadap dirinya. Misalnya perempuan itu ditodong dengan 
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pisau, atau tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan tenaga 
seorang laki-laki yang memperkosanya, atau dalam keadaan 
sakit. 
2) Bersetubuh dengan Perempuan Bukan Istrinya yang Umurnya 
Belum 15 (lima Belas) Tahun 
 Kejahatan yang dimaksudkan diatas dirumuskan dalam 
Pasal 287, yang selengkapnya sebagai berikut: 
(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di 
luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya 
harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, 
atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum 
waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sebilan tahun. 
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali 
jika umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun 
atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan 
Pasal 294. 
 
 Persetubuhan menurut Pasal 287 ini sama dengan 
persetubuhan menurut Pasal 284. Apakah perempuan ini dapat 
dipidana menurut Pasal 284 sebagai yang turut serta berzina 
apabila laki-lakinya yang menyetubuhi perempuan ini pada saat 
itu sedang beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya, dan 
berlakunya itu diketahui oleh perempuan itu? Dalam hal ini ada 
dua kemungkinan.Apabila didasarkan pada bentuknya 
kejahatan Pasal 287, yang maksudnya memberi perlindungan 
terhadap kepentingan hukum anak perempuan dari perbuatan-
perbuatan yang melanggar kesusilaan, maka tidak rasional dan 
tidak adil jika dia dipidana. Akan tetapi, apabila didasarkan 
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pada perbuatan persetubuhan itu dilakukan suka sama senang 
padahal laki-laki itu telah beristri, dan Pasal 27 BW berlaku bagi 
laki-laki tersebut, dan tentang keadaan ini telah diketahui oleh 
perempuan pasangannya bersetubuh itu, dia dapat pula dijatuhi 
pidana. 
  
F. Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan 
1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP 
Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan 
kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan 
dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya 
bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas 
tahun” 
 
Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan 
tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau 
pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan 
tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis 
kejahatan, yaitu memaksa (dwingen) dengan kekerasan dan 
ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada 
perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si 
pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. 
Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, 
28 
 
perbuatan memaksa ditujukan perbuatan cabul, baik dilakukan 
pada diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau 
sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si 
pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada 
perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan 
pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki 
atau perempuan. 
Perempuan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang 
yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan 
dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang 
melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang 
dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah 
korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah 
si pembuat yang memaksa. Misalnya, si pembuat langsung 
memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau 
memegang buah dada seseorang perempuan terlebih dahulu, 
atau memegang alat kelamin itu terlebih dahulu. 
2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak selanjutnya 
diatur lebih khusus dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dalam Undang-
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undang tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak 
diatur dalam pasal 81, yang berbunyi : 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
 
Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas ”lex Specialis 
derogate lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan 
khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin 
adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam 
menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. 
Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya 
Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah 
tidak  dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan 
anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil 
delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi, dalam hal ini 
Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan ”lex 
Specialis derogate lex generalis”, dari Pasal 287 KUHPidana dimana 
dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan 
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terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan 
Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana. 
3. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
Tindak pidana perkosaan (persetubuhan) terhadap anak 
diatur secara khusus dalam  Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 
2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-undang No. 
23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Ancaman pidana terhadap seseorang yang melanggar 
ketentuan Pasal 76D Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
yang menentukan sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 
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2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain. 
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, pengasuh Anak, atau tenaga 
kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 
ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
Kemudian Pasal 76E Undang-undang No. 35 Tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: setiap orang dilarang 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. Ancaman pidana terhadap seseorang yang 
melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-undang No. 23 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
 
G. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
Dalam menjatuhkan Pidana hakim harus memiliki pertimbangan 
dalam penjatuhannya.Pertimbangannya inilah yang kemudian 
mendasari jatuhnya putusan pada akhir persidangan.Pertimbangan 
hakim ini terdiri dari pertimbangan hukum dan pertimbangan sosiologi. 
1. Pertimbangan Hukum 
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Pertimbangan hukum disini yang dimaksud adalah 
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis.Dalam hukum 
pidana dikenal dengan adanya istilah pemberatan pidana. 
 
 
a. Dasar Pemberatan Pidana Umum 
Dalam Undang-undang mengatur tentang tiga dasar 
yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah: 
1) Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 
52 KUHPidana yang rumusan lengkapnya adalah: 
“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari 
jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak 
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau 
sarana yang diberikan kepadanya karena 
jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga” 
 
Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini 
adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si 
pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 
(empat) hal ialah dalam melakukan tindak pidana dengan: 
a) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 
b) Memakai kekuasaan jabatannya; 
c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya; 
d) Menggunakan sarana yang diberikan karena 
jabatannya. 
33 
 
Subjek hukum yang diperberat, pidanya dapat 
ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau 
pegawai negeri (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana 
dengan melanggar dan atau menggunakan keadaan 4 
tersebut diatas. Walaupun kualitas pegawai negeri dalam 
Pasal ini sama dengan kualitas subjek hukum pada 
kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan 
pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi 
pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini tidak berlaku 
pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran 
tersebut, melainkan berlakunya pada kejahatan dan 
pelanggaran yang lain, sebabnya ialah pidana yang 
diancamkan pada kejahatan pidana dan pelanggaran 
jabatan dan kualitasnya sebagai pegawai negeri itu telah 
diperhitungkan. 
2) Dasar Pemberatan Pidana dengan Menggunakan Sarana 
Bendera Kebangsaan 
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 a. 
KUHP yang berbunyi lengkapnya adalah “Bilamana pada 
waktu melakukan kejahatan digunakan bendera 
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan 
tersebut dapat ditambah sepertiga”. 
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Ketentuan ini ditambahkan ke dalam KUHP 
berdasarkan Undang-undang No. 73 Tahun 1958 
(Lembaran Negara No. 127 Tahun 1958).Alasan 
pemberatan pidana yang diletakkan pada penggunaan 
bendera. Kebangsaan ini, dari sudut objektif dapat 
mengelabuhi orang-orang, dapat menimbulkan kesan 
seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah 
perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat 
memperlancar atau mempermudah sipembuat dalam 
usahanya melakukan kejahatan. 
Dalam Pasal 52 a tidak ditentukan tentang bagaimana 
caranya dalam menggunakan bendera kebangsaan pada 
waktu melakukan kejahatan itu, oleh sebab itu dapat 
dengan menggunakan cara apapun yang penting kejahatan 
itu terwujud. 
Oleh karena dalam Pasal 52 a ini disebutkan secara 
tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu 
melakukan kejahatan, maka disini tidak berlaku pada 
pelanggaran. Disini berlaku pada kejahatan manapun, 
termasuk kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut 
peraturan Perundang-undangan diluar KUHP. 
3) Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan 
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Ada 2 (dua) arti pengulangan, yang satu menurut 
masyarakat (sosial) dan lainnya dalam hukum pidana, 
menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa 
setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang 
kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada 
pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. 
Tetapi pengulangan dalam arti hukum yang merupakan 
dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat 
berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada 
syarat-syarat tertentu yang ditetapkan Undang-undang. 
Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai 
pengulangan umum (general recedive) yang artinya 
menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap 
semua tindak pidana, mengenai pengulangan ini KUHP 
membagi sebagai berikut: 
a) Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan 
tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat 
tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana 
tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486,487, 488 
KUHP. 
b) Diluar kelompok kejahatan dalam Pasal 486, Pasal 487, 
dan Pasal 488 itu KUHP juga menentukan beberapah 
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tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi 
pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 
ayat (2), Pasal 495 ayat (2), Pasal 501 ayat (2), dan 
Pasal 513 ayat (3). 
Pada tindak pidana lain yang tidak masuk pada yang 
diterangkan pada butir a dan b tersebut diatas, tidak dapat 
terjadi pengulangan. 
Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 
pemberatan pidana adalah dapat ditambah dengan 
sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara 
menurut Pasal 486, Pasal 487, dan semua jenis pidana 
menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang 
bersangkutan. Sedangkan pada recedive yang ditentukan 
lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan 
disebut dalam ketiga Pasal ini ada juga diperberat dapat 
ditambahkan dengan sepertiga dari ancaman maksimum, 
tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah dengan 
sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah 
lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi 2 
minggu kurungan (Pasal 492 ayat(2), atau mengubah jenis 
pidanya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 
ayat (2), Pasal 501 ayat (2)). 
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Adapun rasio dasar pemberatan pidana pada 
pengulangan ini ialah terletak pada 3 faktor, ialah: 
a) Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 
b) Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap sipembuat oleh 
Negara karena tindak pidana yang pertama; dan 
c) Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkuta. 
4) Dasar Pemberatan Pidana Khusus   
Dasar pemberatan pidana yang telah dibicarakan 
adalah bersifat umum, artinya berlaku untuk segala macam 
tindak pidana. Disamping dasar pemberatan pidana umum 
tersebut, undang-undang menyebut juga beberapah dasar 
atau alasan peniadaan pidana khusus, yang maksudnya 
hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dirumuskan 
secara tegas dan tersebar dalam beberapa Pasal KUHP. 
Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan 
pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana 
melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak 
pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya mana 
dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak 
pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus 
karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang 
dicantumkan alasan pemberat itu saja, dan tidak berlaku 
pada tindak pidana lain. 
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a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya 
Pidana Umum 
Dasar-dasar yang dimaksud dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan 
pidana khusus.Dasar umum berlaku pada tindak pidana 
umumnya sedangkan dasar khusus berlaku pada tindak 
pidana khususnya saja. 
1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
dasar peringanan pidana umum ialah sebab 
pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang 
umumnya telah 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
Sedangkan anak yang diduga telah melakukan tindak 
pidana dan belum berumur 8 (delapan) tahun tidak 
dapat diajukan ke pengadilan tetapi dapat dilakukan 
penyelidikan (Pasal 5) dan dalam hal ini terdapat dua 
kemungkinan, ialah: 
a) Jika penyidik berpendapat anak itu masih dapat 
dibina oleh orang tua, walinya atau orang tua 
asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali 
anak itu kepada orang tua, wali atau orang tua 
asuhnya. 
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b) Jika penyidik berpendapat anak itu tidak dapat 
dibina lagi oleh orang tua, walinya atau orang tua 
asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak itu 
kepada Departemen Sosial setelah mendengar 
pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan. 
Dasar peringanan pidana menurut Undang-
undang No. 3 Tahun 1997, terdapat 2 (dua) unsur 
kumulatif yang menjadi syaratnya, ialah: pertama 
mengenai umurnya (telah 8 tahun tapi belum 18 
tahun) dan kedua mengenai belum pernah menikah. 
Dalam sistem hukum kita selain umur juga perkawinan 
adalah menjadi kedewasaan seseorang. 
Sama dengan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 
ini juga terhadap anak (KUHP: belum pernah 16 
tahun, UU ini telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 
tahun dan belum pernah kawin) yang terbukti salah 
karena melakukan tindak pidana, hakim dapat 
menjatuhkan satu diantara dua kemungkinan, ialah 
menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan 
(Pasal 21). 
2) Menurut KUHP: Belum Berumur 16 Tahun 
Bab III Buku I KUHP mengatur tentang hal-hal 
yang menghapuskan, mengurangkan atau 
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memberatkan pidana. Tentang hal yang 
memperingan (mengurangkan) pidana dimuat dalam 
Pasal 45, Pasal46, dan Pasal 47. Akan tetapi sejak 
berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
Tentang Peradilan Anak (diundangkan tanggal 3 
Januari 1997 dan berlaku sejak tanggal 3 Januari 
1998), ketiga Pasal itu telah tidak berlaku lagi (Pasal 
67). Kini hanya penting dari segi sejarah hukum 
pidana, khususnya pidana anak. 
3) Percobaan Kejahatan dan Pembantuan Kejahatan 
Bagaimana dengan percobaan kejahatan 
dengan pembantuan kejahatan, yang menurut 
Undang-undang (Pasal 53 Ayat (2) dan 57 Ayat (1)) 
pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi 
sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan 
yang bersangkutan. Pada kenyataannya menurut 
Undang-undang kepada si pembuat yang gagal atau 
tidak selesai dalam melakukan kejahatan dan 
demikian juga orang yang membantu orang lain 
dalam melakukan kejahatan, ancaman pidananya 
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang dilakukan. Berarti di sini ada 
peringanan pidana, jika dibandingkan dengan 
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pembuat kejahatan selesai atau bagi si pembuatnya 
(pleger, pelaku pelaksana). 
4) Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperingannya 
Pidana Khusus 
Disebabkan tindak pidana tertentu, ada pula 
dicantumkan dasar peringanan tertentu, yang hanya 
berlaku khusus terhadap tindak pidana, yang 
disebutkan itu juga, dan tidak berlaku umum untuk 
segala macam tindak pidana.Dasar peringanan 
pidana khusus ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP. 
Untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana 
sebagai lebih ringan tentu ada 
pembandingnya.Dalam tindak pidana lebih ringan 
inilah ada unsur yang menyebabkan peringananya 
pidana terhadap si pembunuhnya. Tindak pidana 
bandingannya atau pembandingnya itu ada 2 (dua): 
a) Pertama, biasanya pada tindak pidana dalam 
bentuk pokok, disebut juga bentuk biasa atau 
bentuk standard; 
b) Kedua, pada tindak pidana lainnya (bukan 
termasuk bentuk pokok) tapi perbuatannya serta  
c) syarat-syarat lainnya sama. 
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2. Pertimbangan Non Hukum 
Pertimbangan Non Hukum dalam hal ini menyangkut 
pelaku, antara lain: pendidikan, posisi pelaku, dalam keluarga dan 
laporan dari petugas kemasyarakatan yang melihat latar belakang 
dan dampak lingkungan terhadap diri pelaku. 
Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan keadaan 
sosiologisnya, yang dimaksud disini termasuk didalamnya 
pertimbangan etika, moral, norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat, pertimbangan ini bisa saja memberatkan bagi pelaku 
maupun meringankan. Jika kemudian pelaku secara etika 
menyesali perbuatannya, atau telah meminta maaf secara 
sungguh-sungguh kepada korban maupun keluarganya, maka 
hakim dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan 
berdasarkan pertimbangan tersebut. 
Selain meringankan pertimbangan ini juga dapat 
memberatkan, jika pelaku dalam persidangan tidak berlaku sopan 
atau tidak menghormati jalannya persidangan, tidak terlihat 
menyesali perbuatannya atau terdakwa bermaksud atau tidak 
memiliki itikad untuk meminta maaf atau memperbaiki 
kesalahannya, maka hakim dapat menambah hukumannya 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosiologis tersebut. 
 
 
43 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau 
wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat 
atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu berlokasi 
di Kota Jeneponto. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam penulisan ini 
maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri 
Kota Jeneponto.Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi penelitian 
tersebut adalah karena Pengadilan Negeri Kota Jeneponto adalah 
tempat diputusnya perkara pidana dengan Putusan Nomor 
15/Pid.Sus/2012/PN JO. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian dilapangan dengan mengadakan Wawancara kepada 
pihak yang terkait, dalam hal ini adalah hakim yang telah 
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menangani perkara Tindak pidana persetubuhan terhadap anak 
yang dilakukan secara bersama-sama. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melaui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian dilakukan oleh penulis guna mengumpulkan 
sejumlah data sekunder dari berbagai literature yaitu data yang 
didapatkan dari sejumlah buku-buku, Peraturan Perundang-
undangan, Karya tulis, Jurnal, serta data yang dapatkan dari media 
internet yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan 
terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan 
dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-
data yang diperlukan. 
 
D. Analisis Data 
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Data-data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data Primer 
maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka 
teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis kualitatif, 
dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data semua 
terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan rumusan masalah guna memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian terkait. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kajian Ilmiah tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak 
yang Dilakukan secara Bersama-sama 
 
Pengertian persetubuhan atau hubungan seksual dalam 
Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hal tersebut 
merupakan tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan 
tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan 
lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama jadi 
lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki 
dan alat kelamin perempuan. 
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Muhammad 
Ali, 2004:513), kata bersetubuh artinya sebagai berikut:“Berhubungan 
badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami isteri, 
hubungan sepasang manusia”. 
Persetubuhan juga dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP, yang 
selengkapnya berbunyi: 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan 
dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua belas tahun”. 
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Makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994:209), mengacu 
pada Arrest HoogeRaad tanggal 5 Februari, yaitu: 
“Peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan 
yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan 
anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan 
perempuan sehingga mengeluarkan air mani, apabila syarat 
tersebut tidak terpenuhi maka tindakan tersebut itu beralih 
menjadi perbuatan cabul”. 
 
Tindak pidana (Delik) kesusilaan dalam hal persetubuhan tidak 
ada yang masuk pada jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis 
kejahatan, kejahatan dimaksudkan ini dimuat dalam 5 (lima) Pasal, 
yakni: Pasal 284 (Perzinaan), Pasal 285 (Perkosaan bersetubuh), 
Pasal 286 (Bersetubuh dengan perempuan dengan isterinya yang 
dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (Bersetubuh dengan perempuan 
yang belum berumur 15 (lima belas ) tahun, dan Pasal 288 
(Bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum 
waktunya dikawinkan dan menimbulkan luka dan kematian). 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga diatur lebih 
khusus dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut, pengaturan 
tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), 
yang berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00, (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam 
puluh juta rupiah)”. 
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Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak khususnya 
Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 285 KUHP sudah tidak 
dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan 
terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang Perlindungan 
Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil 
delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. 
Dalam Praktek sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam 
peristiwa tindak pidana. Disamping si pelaku ada seorang atau 
beberapah orang lain yang turut serta. Orang-orang yang terlibat 
dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing-
masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari 
perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu 
hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu 
menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu 
menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu 
yaitu terwujudnya tindak pidana. 
Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan 
atau ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar 
serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang 
pengadilan. Dakwaan yang digunakan dalam kasus perkara ini adalah 
Dakwaa Alternatif, yaitu dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa 
dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan 
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alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. 
Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang 
tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam 
dakwaan alternatif, meskipun terdiri dari beberapah lapisan hanya 
satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan 
urutannya dan jika salah telah terbukti maka dakwaan pada lapisan 
lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. 
Dewasa ini, banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya 
anak dibawah umur dan dilakukan lebih dari satu orang yang terjadi 
disekitar kita. Contohnya, dalam kasus persetubuhan terhadap anak 
yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam beracara Hakim 
menjatuhkan pidana atas suatu perkara. Hakim mendasarkan 
putusannya selain pada Undang-undang juga mempertimbangkan 
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. 
Pertimbangan hukum adalah pertimbangan Hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan 
dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat didalam putusan. 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut 
Pasal 1 angka 11 KUHAP, adalah: 
“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang 
diatur dalam Undang-undang ini”. 
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Menurut Pasal 191KUHAP, bahwa: 
(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di 
sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka 
terdakwa diputus bebas; 
(2) Jika pengadilan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum; dan 
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat 
(2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan 
untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan 
lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. 
 
Menurut Pasal 199, bahwa: 
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat: 
a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat 
(1) kecuali huruf e, f, dan h. 
b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas 
dari segala tuntutan, dengan menyebutkan alasan dan 
Pasal peraturan Perundang-undangan yang menjadi 
dasar putusan; 
c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia 
ditahan. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (2) 
dan Ayat (3) berlaku juga bagi Pasal ini. 
 
 
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-
sama dalam Putusan Perkara No. 15/Pid.Sus/2012/PN JO 
 
Sebelum penulis membahas mengenai penerapan hukum 
pidana materil dalam kasus putusan No. 15/Pid.Sus/2012/PN JO, 
maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan apa yang dimaksud 
dengan hukum pidana materil. 
Hukum pidana materil (Belanda: materiele Strafrecht, Inggris: 
substantive criminal law). Hukum pidana materil memuat norma-
norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk 
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bersikap dan bertindak dalam masyarakat.Norma-norma ini bersifat 
perintah atau larangan. 
 
Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut: 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang 
disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat 
diterapkan terhadap perbuatan itu, dan dipidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu”. 
 
Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa: 
 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat 
bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum dan dapat 
menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana”. 
 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun 
hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara 
menegakkan hukum pidana materil. 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis 
menguraikan mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan 
Nomor: 15/Pid.Sus/2012/PN.JO, maka perlu diketahui terlebih dahulu 
Posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Penuntut 
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Umum, pertimbangan hukum Hakim, dan amar putusan yang 
diuraikan sebagai berikut: 
 
 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa Andika Harimukti Bin Laha bersama-sama dengan 
Multazam M. Hajar alias Illang (dilakukan penuntutan secara 
terpisah), Nurlan (masih DPO), Risal (masih DPO), Rahmat (masih 
DPO), dan Jabbar (masih DPO), baik sebagai orang yang melakukan 
atau turut melakukan perbuatan, pada hari jumat tanggal 01 Juni 
2012 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain 
dalam tahun 2012, bertempat dirumah Jabbar di Kampung Maccini 
Baji Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau 
setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni 
kepada Riskawati binti Naking (usia 16 tahun), yang dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
- Awalnya terdakwa Andika bersama dengan Risal bertemu dengan 
saksi korban Riskawati di sekitar Lapangan Tolo, Kelurahan Tolo, 
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 10.00 
Wita; 
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- Terdakwa Andika lalu mengajak saksi korban Riskawati pergi 
kerumah Jabbar untuk acara makan bakwan, dengan cara 
terdakwa Andika berboncengan dengan Risal sedangan saksi 
korban Riskawati mengendarai sendiri sepeda motornya; 
- Di rumah Jabbar sedang menunggu Jabbar dan Nurlan; 
- Setiba Terdakwa Andika, Risal dan saksi korban Riskawati di 
rumah Jabbar, Jabbar menyuruh terdakwa Andika dan saksi 
korban Riskawati naik ke atas rumah; 
- Kemudian menyuruh Andika dan saksi korban Riskawati segera 
masuk ke dalam kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan 
saksi korban Riskawati akan diketahui oleh nenek Jabbar yang 
sedang berada di dapur; 
- Beberapa saat kemudian, datang lagi 2 (dua) orang teman 
terdakwa Andika yaitu Multazam dan Rahmat; 
- Setelah beberapa saat berada dalam kamar, terdakwa Andika 
keluar kamar untuk menemui teman-temannya (Multazam, Nurlan, 
Risal, Rahmat, dan Jabbar); 
- Kemudian, terdakwa Andika pergi membeli rokok, 2 (dua) botol 
minuman soda dan obat influenza merk bodrex; 
- Kemudian, terdakwa mencampurkan obat bodrex ke dalam botol 
minuman soda yang akan diminumkan kepada saksi korban 
Riskawati; 
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- Pada saat yang sama, teman-teman terdakwa Andika mengetahui 
efek campuran dari minuman soda dengan obat bodrex; 
- Teman-teman terdakwa Andika juga mengetahui bahwa minuman 
soda yang dicampur dengan bodrex tersebut mengakibatkan saksi 
korban Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga 
akan memudahkan terdakwa Andika dan teman-temannya 
menyetubuhi saksi korban Riskawati; 
-  Setelah kesadaran saksi korban Riskawati mulai menurun, 
terdakwa Andika kemudian memulai niat jahatnya dengan secara 
paksa membaringkan lalu membuka sebagian pakaian bagian 
bawa yang dikenakan saksi korban Riskawati agar mudah untuk 
disetubuhi; 
- Pada saat itu, saksi korban Riskawati sempat menolak dan 
berontak namun karena pengaruh minuman soda yang dicampur 
dengan bodrex yang telah diminumnya, dia tidak mempunyai lagi 
kekuatan untuk melawan sehingga terdakwa Andika dengan 
mudah menyetubuhi saksi korban Riskawati; 
- Setelah beberapa saat kemudian terdakwa Andika merasa 
keenakan/nikmat; 
- Setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi saksi korban 
Riskawati, selanjutnya perbuatan tersebut juga dilakukan oleh 5 
(lima) orang terdakwa secara bergiliran atau bergantian yaitu 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat, dan terakhir adalah Jabbar. 
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2. Dakwaan Penuntut Umum 
 Terdakwa diajukan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut 
Umum No. Reg Perk: PDM-121/PT/Euh/07/2012, tanggal 17 Juli 
2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 
Dakwaan 
Pertama 
Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA, bersama-sama 
dengan Multazam M. Hajar alias Illang bin Muh. Hajar (dilakukan 
penuntutan terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan 
Jabbar (masih dalam daftar pencarian orang), baik sebagai orang 
yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 10.30 
Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, 
bertempat dirumah Jabbar di Kampung Maccini Baji Kelurahan Tolo 
Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada 
tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni kepada 
Riskawati binti Naking (usia 16 tahun), yang dilakukan terdakwa 
dengan cara sebagai berikut: 
Berawal saat terdakwa Andika Harimuktiyang bersama-sama 
dengan Risal (masih DPO) bertemu dengan korban Riskawati di 
sekitar lapangan tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten 
Jeneponto sekitar pukul 10.00 wita. Selanjutnya terdakwa Andika 
Harimukti mengajak Riskawati pergi ke rumah Jabbar untuk acara 
makan bakwan, lalu Riskawati pergi ke rumah Jabbar bersama-sama 
dengan terdakwa Andika Harimukti dan Risal dengan cara Riskawati 
mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa 
Harimukti berboncengan dengan Risal. Setelah tiba di rumah Jabbar, 
di sana telah menunggu Jabbar (masih DPO) bersama-sama dengan 
Nurlan (masih DPO). Selanjutnya Jabbar menyuruh Riskawati dan 
terdakwa Andika Harimukti naik ke atas rumah Jabbar, kemudian 
Jabbar dan Nurlan juga naik ke atas rumah. Setelah beberapah saat 
di atas rumah Jabbar, datang lagi 2 (dua) orang teman terdakwa 
Andika Harimukti yang lain, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), dan Rahmat (masih DPO). Pada saat  
terdakwa Andika dan Riskawati tiba di rumah Jabbar, Jabbar 
langsung menyuruh terdakwa Andika dan Riskawati segera masuk 
ke dalam kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan Riskawati di 
rumahnya akan ketahuan oleh Nenek Jabbar yang pada saat itu 
berada di ruang dapur rumah Jabbar. Setelah terdakwa Andika dan 
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Riskawati telah berada di dalam kamar Jabbar, terdakwa Andika 
menyuruh Riskawati tetap tinggal dalam kamar lalu terdakwa Andika 
keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang berada di luar 
kamar Jabbar. Setelah beberapa saat terdakwa Andika di luar kamar 
berbincang-bincang dengan 5 (lima) orang temannya, yaitu 
Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat, dan Jabbar (masih DPO), tidak lama 
kemudian, terdakwa Andika pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol 
minuman soda serta obat influenza merk Bodrex yang akan 
dicampur kedalam minuman soda yang akan diminumkan kepada 
Riskawati. Setelah terdakwa Andika datang dari membeli rokok dan 
2 (dua) botol minuman soda serta obat influenza merk Bodrex, 
selanjutnya terdakwa Andika mencampurkan obat Bodrex ke dalam 
botol minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. 
Bahwa terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam alias 
Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. 
Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) sebelumnya telah 
mengetahui dengan mencampurkan minuman soda dengan obat 
Bodrex maka efeknya kepada Riskawati akan mengakibatkan 
Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan 
memudahkan kepada terdakwa Andika bersama-sama dengan 
Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO) untuk 
menyetubuhi Riskawati. Setelah terdakwa Andika meminumkan soda 
yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, selanjutnya 
Riskawati merasa lemas dan kesadarannya mulai menurun. Pada 
saat kondisi Riskawati telah melemas dan mulai tidak berdaya, 
kemudian Terdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya untuk 
menyetubuhi Riskawati dengan cara Terdakwa Andika menarik 
kedua tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan 
Riskawati di tempat tidur dalam kamar Jabbar. Selanjutnya terdakwa 
Andika secara paksa menarik ke atas rok yang dipakai oleh 
Riskawati lalu membuka celana dalam yang dikenakan oleh 
Riskawati. Pada saat terdakwa Andika menarik tangan lalu 
membaringkan Riskawati di tempat tidur dan membuka celana dalam 
yang dikenakan Riskawati, Riskawati sempat menolak dan berontak 
tapi karena pengaruh dari minuman soda yang dicampur Bodrex 
yang telah diminum oleh Riskawati, sehingga terdakwa Andika 
dengan mudan menyetubuhi Riskawati. Ketika Riskawati sudah 
dalam keadaan tidak berdaya, dan rok serta celana dalam yang 
dikenakannya sudah terbuka, selanjutnya terdakwa Andika 
membuka celana panjang dan celana dalamnya. Setelah celana 
terdakwa Andika sudah terbuka, kemudian terdakwa Andika 
menindis tubuh Riskawati dengan posisi tubuh terdakwa Andika 
berada di atas tubuh Riskawati yang posisinya terlentang 
menghadap keatas. Selanjutnya terdakwa Andika mencium bibir 
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Riskawati lalu tangan kanan terdakwa Andika membuka kedua paha 
Riskawati lalu memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah 
berdiri (mengeras) lalu mengarahkannya ke vagina (alat kelamin) 
Riskawati sambil berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina 
Riskawati. Setelah penis terdakwa Andika masuk secara 
keseluruhan ke dalam lobang vagina Riskawati terdakwa Andika lalu 
menaikturunkan pantatnya sehingga mengakibatkan penis terdakwa 
Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati. Setelah beberapa 
saat penis terdakwa Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati, 
karena terdakwa Andika merasa keenakan atau nikmat, maka 
beberapah saat kemudian terdakwa Andika merasa air spermanya 
akan keluar sehingga terdakwa Andika kemudian mencabut 
penisnya dari dalam vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan 
di luar vagina Riskawati. Pada saat disetubuhi oleh terdakwa Andika, 
beberapa saat kemudian kesadaran Riskawati pun hilang karena 
pengaruh dari minuman Bodrex yang telah dicampur Bodrex serta 
rasa sakit yang dirasakan oleh Riskawati pada vaginanya saat penis 
terdakwa Andika masuk ke dalam lobang vaginanya. Bahwa setelah 
terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, selanjutnya 
perbuatan terdakwa Andika tersebut dilakukan juga oleh 5 (lima) 
orang teman terdakwa Andika, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat 
dan Jabbar (masih DPO) secara bergantian atau bergiliran. Bahwa 
setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian 
giliran Nurlan (masih DPO) masuk ke dalam kamar lalu menyetubuhi 
Riskawati yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya atau 
pingsan. Selanjutnya giliran Multazam alias Illang yang menyetubuhi 
Riskawati dengan cara Multazam alias Illang masuk ke dalam kamar 
lalu melihat tubuh Riskawati yang sudah dalam keadaan tidak 
berdaya dan rok serta celananya dalamnya sudah terbuka, sehingga 
Multazam pun dengan mudah menyetubuhi Riskawati dengan cara 
Multazam membuka celananya sehingga ke lutut lalu setelah 
penisnya berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke dalam 
lobang vagina Riskawati lalu Multazam menaikturunkan pantatnya 
beberapa lama hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu 
mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Riskawati lalu air 
spermanya di keluarkan diluar vagina Riskawati. Setelah Multazam 
selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Risal yang 
menyetubuhi Riskawati hingga selesai, selanjutnya giliran Rahmat 
turut pula menyetubuhi Riskawati sehingga selesai, dan yang paling 
terakhir menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar. Bahwa setelah 
dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter 
pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, pada diri 
korban Riskawati binti Naking Dg. Tiro ditemukan kelainan yakni: 
- Pada Selaput Dara (Hymen) Tampak terkoyak dengan robekan 
pada jam satu, jam tiga, jam enam, dan jam Sembilan. 
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Kesimpulan: Hymen (selaput dara) terkoyak akibat benda tumpul 
Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 50/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2012 
tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. 
Hariadhi Batriym Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
KEDUA 
Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA, bersama-sama 
dengan Multazam M. Hajar alias Illang bin Muh. Hajar (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat 
dan Jabbar (masih dalam daftar pencarian orang), baik sebagai 
orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan 
perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan 
dalam dakwaan kesatu di atas, dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
Berawal saat terdakwa Andika Harimuktiyang bersama-sama 
dengan Risal (masih DPO) bertemu dengan korban Riskawati di 
sekitar lapangan tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten 
Jeneponto sekitar pukul 10.00 wita. Selanjutnya terdakwa Andika 
Harimukti mengajak Riskawati pergi ke rumah Jabbar untuk acara 
makan bakwan, lalu Riskawati pergi ke rumah Jabbar bersama-sama 
dengan terdakwa Andika Harimukti dan Risal dengan cara Riskawati 
mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa 
Harimukti berboncengan dengan Risal. Setelah tiba di rumah Jabbar, 
di sana telah menunggu Jabbar (masih DPO) bersama-sama dengan 
Nurlan (masih DPO). Selanjutnya Jabbar menyuruh Riskawati dan 
terdakwa Andika Harimukti naik ke atas rumah Jabbar, kemudian 
Jabbar dan Nurlan juga naik ke atas rumah. Setelah beberapah saat 
di atas rumah Jabbar, datang lagi 2 (dua) orang teman terdakwa 
Andika Harimukti yang lain, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), dan Rahmat (masih DPO). Pada saat  
terdakwa Andika dan Riskawati tiba di rumah Jabbar, Jabbar 
langsung menyuruh terdakwa Andika dan Riskawati segera masuk 
ke dalam kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan Riskawati di 
rumahnya akan ketahuan oleh Nenek Jabbar yang pada saat itu 
berada di ruang dapur rumah Jabbar. Setelah terdakwa Andika dan 
Riskawati telah berada di dalam kamar Jabbar, terdakwa Andika 
menyuruh Riskawati tetap tinggal dalam kamar lalu terdakwa Andika 
keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang berada di luar 
kamar Jabbar. Setelah beberapa saat terdakwa Andika di luar kamar 
berbincang-bincang dengan 5 (lima) orang temannya, yaitu 
Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat, dan Jabbar (masih DPO), tidak lama 
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kemudian, terdakwa Andika pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol 
minuman soda serta obat influenza merk Bodrex yang akan 
dicampur kedalam minuman soda yang akan diminumkan kepada 
Riskawati. Setelah terdakwa Andika datang dari membeli rokok dan 
2 (dua) botol minuman soda serta obat influenza merk Bodrex, 
selanjutnya terdakwa Andika mencampurkan obat Bodrex ke dalam 
botol minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. 
Bahwa terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam alias 
Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. 
Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) sebelumnya telah 
mengetahui dengan mencampurkan minuman soda dengan obat 
Bodrex maka efeknya kepada Riskawati akan mengakibatkan 
Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan 
memudahkan kepada terdakwa Andika bersama-sama dengan 
Multazam alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, 
Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (masih DPO) untuk 
menyetubuhi Riskawati. Setelah terdakwa Andika meminumkan soda 
yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, selanjutnya 
Riskawati merasa lemas dan kesadarannya mulai menurun. Pada 
saat kondisi Riskawati telah melemas dan mulai tidak berdaya, 
kemudian Terdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya untuk 
menyetubuhi Riskawati dengan cara Terdakwa Andika menarik 
kedua tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan 
Riskawati di tempat tidur dalam kamar Jabbar. Selanjutnya terdakwa 
Andika secara paksa menarik ke atas rok yang dipakai oleh 
Riskawati lalu membuka celana dalam yang dikenakan oleh 
Riskawati. Pada saat terdakwa Andika menarik tangan lalu 
membaringkan Riskawati di tempat tidur dan membuka celana dalam 
yang dikenakan Riskawati, Riskawati sempat menolak dan berontak 
tapi karena pengaruh dari minuman soda yang dicampur Bodrex 
yang telah diminum oleh Riskawati, sehingga terdakwa Andika 
dengan mudan menyetubuhi Riskawati. Ketika Riskawati sudah 
dalam keadaan tidak berdaya, dan rok serta celana dalam yang 
dikenakannya sudah terbuka, selanjutnya terdakwa Andika 
membuka celana panjang dan celana dalamnya. Setelah celana 
terdakwa Andika sudah terbuka, kemudian terdakwa Andika 
menindis tubuh Riskawati dengan posisi tubuh terdakwa Andika 
berada di atas tubuh Riskawati yang posisinya terlentang 
menghadap keatas. Selanjutnya terdakwa Andika mencium bibir 
Riskawati lalu tangan kanan terdakwa Andika membuka kedua paha 
Riskawati lalu memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah 
berdiri (mengeras) lalu mengarahkannya ke vagina (alat kelamin) 
Riskawati sambil berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina 
Riskawati. Setelah penis terdakwa Andika masuk secara 
keseluruhan ke dalam lobang vagina Riskawati terdakwa Andika lalu 
menaikturunkan pantatnya sehingga mengakibatkan penis terdakwa 
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Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati. Setelah beberapa 
saat penis terdakwa Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati, 
karena terdakwa Andika merasa keenakan atau nikmat, maka 
beberapah saat kemudian terdakwa Andika merasa air spermanya 
akan keluar sehingga terdakwa Andika kemudian mencabut 
penisnya dari dalam vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan 
di luar vagina Riskawati. Pada saat disetubuhi oleh terdakwa Andika, 
beberapa saat kemudian kesadaran Riskawati pun hilang karena 
pengaruh dari minuman Bodrex yang telah dicampur Bodrex serta 
rasa sakit yang dirasakan oleh Riskawati pada vaginanya saat penis 
terdakwa Andika masuk ke dalam lobang vaginanya. Bahwa setelah 
terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, selanjutnya 
perbuatan terdakwa Andika tersebut dilakukan juga oleh 5 (lima) 
orang teman terdakwa Andika, yaitu Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat 
dan Jabbar (masih DPO) secara bergantian atau bergiliran. Bahwa 
setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian 
giliran Nurlan (masih DPO) masuk ke dalam kamar lalu menyetubuhi 
Riskawati yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya atau 
pingsan. Selanjutnya giliran Multazam alias Illang yang menyetubuhi 
Riskawati dengan cara Multazam alias Illang masuk ke dalam kamar 
lalu melihat tubuh Riskawati yang sudah dalam keadaan tidak 
berdaya dan rok serta celananya dalamnya sudah terbuka, sehingga 
Multazam pun dengan mudah menyetubuhi Riskawati dengan cara 
Multazam membuka celananya sehingga ke lutut lalu setelah 
penisnya berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke dalam 
lobang vagina Riskawati lalu Multazam menaikturunkan pantatnya 
beberapa lama hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu 
mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Riskawati lalu air 
spermanya di keluarkan diluar vagina Riskawati. Setelah Multazam 
selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Risal yang 
menyetubuhi Riskawati hingga selesai, selanjutnya giliran Rahmat 
turut pula menyetubuhi Riskawati sehingga selesai, dan yang paling 
terakhir menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar. Bahwa setelah 
dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter 
pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, pada diri 
korban Riskawati binti Naking Dg. Tiro ditemukan kelainan yakni: 
- Pada Selaput Dara (Hymen) tampak terkoyak dengan robekan 
pada jam satu, jam tiga, jam enam, dan jam Sembilan. 
Kesimpulan: Hymen (selaput dara) terkoyak akibat benda tumpul. 
Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 50/RSUD-LDP/JP/RM/VI/2012 
tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. 
Hariadhi Batriym Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum (Requisitoir) No. 
Reg. Perk: PDM-121/JPT/Euh/07/2012, yang pada pokoknya adalah 
sebagai berikut: 
1) Menyatakan terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
Secara Bersama-Sama Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) 
UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 
Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN 
LAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah 
terdakwa jalani selama proses pemeriksaan. 
3) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
4) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ANDIKA 
HARIMUKTI BIN LAHA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh 
juta rupiah) Subsidair wajib latihan kerja selama 40 (empat puluh) 
hari. 
5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan 
Kedua telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti 
bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih dibawah umur 
dan dengan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian 
Kemasyarakatan yang menyarankan agar terdakwa diberi keringanan 
hukuman dengan pertimbangan terdakwa masih anak-anak yang 
masih ingin membantu orang tuanya mencari nafkah dan terdakwa 
juga masih ingin melanjutkan sekolahnya serta terdakwa berjanji tidak 
mengulangi lagi perbuatannya dan tidak lagi bermasalah dengan 
hukum; 
Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Tidak 
Keberatan No. 192/KT/VII/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan seluruh anggota 
keluarganya dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Tolo Timur (Muh. 
Haris), tanggal 19 Juli 2012, yang isinya pada pokoknya saksi 
Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan seluruh anggota keluarganya 
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sudah tidak atau menuntut lagi kepada terdakwa karena saksi 
Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan seluruh anggota keluarganya 
menganggap masalah ini sudah selesai dan sudah memaafkan 
dengan tulus dan ikhlas semua kesalahan terdakwa, Hakim 
berpendapat bahwa telah ada perdamaian atas masalah ini antara 
saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan terdakwa karena 
perdamaian juga dipandang sebagai salahsatu jalan yang terbaik dan 
terdakwa juga telah bertanggungjawab secara moril dengan menikahi 
saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro di Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) pada tanggal 11 Juli 2012, yang dituangkan dalam Surat 
Keterangan Penyaksian Nikah, No. 05/PPPN-KTT/SKPN/VII/2012, 
tanggal 20 Juli 2012 dan disaksikan oleh Imam Kelurahan Tolo Timur 
(MUHAMMAD TAHER,SE). 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggapan dari 
orang tua terdakwa yang menyatakan masih sanggup untuk mendidik 
dan memperbaiki perilaku anaknya karena terdakwa masih ingin 
melanjutkan sekolahnya, masih ingin mencari nafkah untuk orang tua 
dan istrinya yaitu saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan terdakwa 
serta saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro setelah kejadian ini telah 
menikah dan masih berstatus pengantin baru; 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dalam 
persidangan serta adanya Surat Tidak Keberatan dari saksi korban 
Riskawati Binti Naking Dg. Tiro dan seluruh anggota keluarganya 
kepada terdakwa dan Surat Keterangan Penyaksian Nikah dimana 
saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro ingin agar setelah kejadian ini 
dapat hidup berumahtangga bersama-sama dalam ikatan suami istri 
dengan terdakwa sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap 
terdakwa akan dijatuhkan tindakan; 
Menimbang, bahwa oleh terdakwa adalah anak-anak, maka 
Hakim akan mengacu kepada Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang Peradilan anak, dimana dalam Pasal 22 yang isinya bahwa 
“terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan 
yang ditentukan dalam Undang-undang ini”; 
Menimbang, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada 
anak nakal sebagaimana penjelasan dalam Pasal 24 ayat (1) adalah: 
- Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua; 
- Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja; 
- Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tindakan yang diberikan 
bertujuan untuk mendidik (edukatif) dan memperbaiki (rehabilitatif) 
perilaku terdakwa agar dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki 
diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial 
kemasyarakatan serta menjadikan terdakwa bertaubat dengan taubat 
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yang sesungguh-sungguhnya (taubat nasuha) dan mencegah 
terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari (prevensi 
khusus) dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan 
oleh terdakwa (prevensi umum) disamping itu pidana ini bertujuan 
untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, 
kenyamanan, dan keamanan di masyarakat; 
Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, 
terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa. 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
 
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Riskawati Binti 
Naking Dg. Tiro menjadi malu. 
 
Hal-hal yang meringankan: 
 
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; 
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji 
tidak akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa masih tergolong anak-anak sehingga diharapkan 
mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari; 
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya; 
- Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk orang tuanya dan 
isterinya yaitu saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro; 
- Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya 
telah menikahi saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro; 
- Saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro telah memaafkan semua 
kesalahan terdakwa dan sudah ada surat perdamaiannya. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan 
dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) namun 
oleh karena terdakwa akan dijatuhi tindakan, maka berdasarkan Pasal 
193 ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dikeluarkan 
dari dalam tahanan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terdakwa 
bersalah maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa 
harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan 
disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. 
 
5. Amar Putusan 
Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 285 KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
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tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP), Undang-
undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta 
Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Hakim mengadili 
terdakwa Andika Harimukti Bin Laha dengan: 
1) Menyatakan terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Pemerkosaan”; 
2) Menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa oleh karena itu 
dengan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, 
wali atau orang tua asuh; 
3) Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan; 
4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 
2000,- (Dua Ribu Rupiah).  
 
6. Analisis Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari 
dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan dalam kasus tersebut 
menggunakan dakwaan berupa dakwaan alternatif, maka menjadi 
kewenangan dan keleluasan majelis Hakim memilih salah satu 
dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan 
terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan, dan yang dimaksud dengan dakwaan Alternatif 
adalah rumusannya mirip dengan bentuk dakwaan subsidair yaitu 
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yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya 
dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak 
pidana. Jadi terserah kepada Penuntut Umum tindakan mana yang 
dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait 
pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi 
Penuntut Umum mendapatkan suatu kasus pidana yang sulit 
menentukan salah satu Pasal diantara 2-3 Pasal yang saling 
berkaitan unsurnya, karena tindak pidana itu unsur yang 
menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum untuk menentukan 
diantara 2 Pasal atau lebih atas satu tindak pidana. Ini dapat dilihat 
dalam susunan dakwaan Penuntut Umum dalam kasus putusan No. 
15/Pid.Sus/2012/PN JO, sebagai berikut: 
Pertama : Perbuatan terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP. 
Kedua : Perbuatan terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Dalam surat dakwaan diatas hakim dapat mengadakan pilihan 
sehingga dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, berpendapat bahwa penerapan 
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hukum pidana materiil pada kasus ini tidak sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku sebab Hakim dalam menerapkan 
hukum pidana materiil tidak memperhatikan asas lex specialist 
derogate legi generali. Sebagaimana diketahui bahwa antara 
ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan Pasal 285 KUHP yang 
memuat unsur-unsur tindak pidana yang sama, dengan perbedaan 
yang terletak pada objek atau sasaran kejahatan (korban) yakni pada 
Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (korbannya adalah perempuan yang tergolong 
anak atau orang yang belum dewasa), sedangkan Pasal 285 KUHP 
tidak memuat unsur tersebut (korbannya adalah perempuan dalam arti 
umum). Maka dari itu penulis berpendapat penerapan hukum pidana 
materiil yang tepat untuk diterapkan kepada terdakwa Andika adalah 
Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Adapun unsur-unsur tindak persetubuhan yang diatur dalam 
Pasal 81 ayat (1) ke-1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 
1. Setiap Orang 
Yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subjek 
hukum pendukung hak dan kewajiban, untuk menghindari 
kesalahan orangnya (error in persona) maka identitasnya harus 
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dicantumkan secara lengkap dengan orang yang diajukan ke 
persidangan telah bersesuaian yaitu terdakwa ANDIKA 
HARIMUKTI BIN LAHA, sehingga unsur pertama ini telah 
terpenuhi secara sah menurut hukum. 
2. Dengan Sengaja 
Berdasarkan dari keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa 
Andika, terungkap fakta bahwa terdakwa Andika dengan sengaja 
pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat 
influenza merk Bodrex yang akan dicampur ke dalam minuman 
soda yang akan di minumkan kepada Riskawati.  Setelah terdakwa 
Andika datang dari membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman 
serta obat influenza merk Bodrex, selanjutnya terdakwa Andika 
mencampurkan obat Bodrex kedalam botol minuman soda yang 
akan diminumkan kepada Riskawati. Bahwa terdakwa Andika 
bersama-sama dengan Multazam alias Illang (dilakukan 
penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat 
dan Jabbar (masih DPO) sebelumnya telah mengetahui bahwa 
dengan mencampurkan minuman soda dengan obat Bodrex maka 
efeknya kepada Riskawati akan mengakibatkan Riskawati lemas, 
tidak berdaya atau pingsan sehingga akan memudahkan kepada 
terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam alias Illang 
(dilakukan penuntutan secara terpisah) Nurlan, Risal Bin Nasa, 
Rahmat dan Jabbar (masih DPO) untuk menyetubuhi Riskawati. 
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Dari fakta-fakta diatas maka perbuatan terdakwa Andika, 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat, dan Jabbar adalah dengan 
sengaja menyetubuhi saksi korban Riskawati, sehingga unsur 
kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak 
Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah 
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil 
secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, menggunakan 
alat atau senjata, menendang dan sebagainya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adanya niat atau 
tujuan untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, 
menyusahkan, atau mencelakakan orang lain. Selain itu, yang 
disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP 
adalah membuat orang lain jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa terungkap fakta bahwa setelah terdakwa Andika 
meminumkan soda yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, 
selanjutnya Riskawati merasa lemas dan kesadarannya mulai 
menurun. Pada saat kondisi Riskawati telah lemas dan mulai tidak 
berdaya, kemudian terdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya 
untuk menyetubuhi Riskawati. 
Yang dimaksud dengan unsur memaksa (dwingen) adalah 
perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan 
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kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang 
lain itu agar orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya 
sendiri.  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa 
dan alat bukti surat visum et Repertum No. 50/RSUD-
LDP/JP/RM/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan 
ditanda tangani oleh dr. Hariadhy Batriy, SP. OG, Dokter 
Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang 
terungkap fakta bahwa terdakwa Andika menyetubuhi saksi korban 
Riskawati dengan cara terdakwa Andika menarik kedua tangan 
Riskawati secara paksa untuk membaringkan Riskawati di tempat 
tidur dalam kamar Jabbar. 
Selanjutnya terdakwa secara paksa menarik ke atas rok 
yang dipakai oleh Riskawati lalu membuka celana dalam yang 
dikenakan oleh Riskawati. Pada saat Andika menarik tangan lalu 
membaringkan Riskawati di tempat tidur dan membuka celana 
dalam yang dikenakan oleh Riskawati, Riskawati sempat menolak 
dan berontak tapi karena pengaruh dari minuman soda yang 
dicampur Bodrex yang telah diminum oleh Riskawati, sehingga 
Riskawati tidak lagi mempunyai daya atau kekuatan untuk 
melawan dan menghindari perbuatan terdakwa Andika, sehingga 
terdakwa Andika dengan mudah menyetubuhi Riskawati. 
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Ketika Riskawati sudah tidak dalam keadaan berdaya, dan 
rok serta celana dalam yang dikenakannya sudah terbuka, 
kemudian terdakwa Andika menindis tubuh Riskawati dengan 
posisi tubuh terdakwa Andika berada di atas tubuh Riskawati yang 
posisinya terlentang menghadap ke atas. 
Alat bukti surat visum et Repertum No. 50/RSUD-
LDP/JP/RM/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Hariadhy Batriy, SP. OG, Dokter Pemeriksa 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang yang 
menerangkan bahwa pada diri saksi korban Riskawati ditemukan 
kelainan yakni: 
- Pada selaput dara (Hymen) tampak terkoyak dengan robekan 
pada jam satu, jam tiga, jam enam, dan jam Sembilan. 
- Kesimpulan: selaput dara (Hymen) tampak terkoyak akibat 
benda tumpul. 
Dari fakta-fakta diatas, maka perbuatan terdakwa Andika, 
Multazam M. Hajar alias Illang, Nurlan, Risal, Rahmat dan Jabbar 
adalah suatu bentuk kekerasan dengan menggunakan kekutan 
jasmani yang tidak kecil yaitu dengan arti membuat saksi korban 
lemas dan tidak berdaya ketika meminum minuman soda yang 
dicampurkan dengan Bodrex yang diberikan oleh terdakwa, 
sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut 
hukum. 
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4. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain 
Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah 
peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang 
biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dan persetubuhan itu 
dilakukan secara tidak suka sama suka melainkan dengan 
paksaan terhadap perempuan. 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa 
dan alat bukti surat visum et Repertum No. 50/RSUD-
LDP/JP/RM/VI/2012, tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Hariadhy Batriy, SP. OG, Dokter Pemeriksa 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang terungkap 
fakta bahwa terdakwa Andika mencium bibir Riskawati lalu tangan 
kanan terdakwa Andika membuka kedua paha Riskawati lalu 
memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah berdiri 
(mengeras) lalu mengarahkannya ke vagina (alat kelamin) 
Riskawati sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam 
vagina Riskawati. Setelah penis terdakwa Andika masuk secara 
keseluruhan ke dalam lubang vagina Riskawati, terdakwa Andika 
lalu menaikturunkan pantatnya sehingga mengakibatkan penis 
terdakwa Andika keluar masuk lubang vagina Riskawati. Setelah 
beberapa saat penis terdakwa Andika keluar masuk lubang vagina 
Riskawati, karena terdakwa Andika merasa keenakan atau nikmat, 
maka beberapah saat kemudian terdakwa Andika merasa air 
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spermanya akan keluar sehingga terdakwa Andika kemudian 
mencabut penisnya dari dalam vagina Riskawati lalu air 
spermanya dikeluarkan di luar vagina Riskawati. 
Pada saat disetubuhi oleh terdakwa Andika, beberapa saat 
kemudian kesadaran Riskawati pun hilang karena pengaruh dari 
minuman soda yang telah dicampur dengan Bodrex serta rasa 
sakit yang dirasakan oleh Riskawati pada vaginanya saat penis 
terdakwa Andika masuk ke dalam lobang vaginanya. Bahwa 
setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, 
selanjutnya perbuatan terdakwa Andika tersebut dilakukan juga 
oleh 5 (lima) orang teman terdakwa yaitu, Multazam alias Illang 
(dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Nasa, 
Rahmat dan Jabbar (masih DPO) secara bergantian atau 
bergiliran. 
Bahwa setelah terdakwa Andika selesai menyetubuhi 
Riskawati, kemudian giliran Nurlan (masih DPO) masuk kedalam 
kamar lalu menyetubuhi Riskawati yang saat itu sudah dalam 
keadaan tidak berdaya atau pingsan. Selanjutnya giliran Multazam 
alias Illang yang menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam 
alias Illang masuk ke dalam kamar lalu melihat tubuh Riskawati 
yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan rok serta celana 
dalamnya sudah terbuka, sehingga Multazam pun dengan mudah 
menyetubuhi menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam 
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membuka celananya hingga ke lutut lalu setelah penisnya berdiri, 
kemudian penis Multazam dimasukkan ke dalam lobang vagina 
Riskawati lalu Multazam menaikturunkan pantatnya beberapa lama 
hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu mencabut penisnya 
dari dalam lubang vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan 
di luar vagina Riskawati. Setelah Multazam selesai menyetubuhi, 
kemudian giliran Risal yang menyetubuhi Riskawati hingga selesai, 
selanjutnya giliran Rahmat turut pula menyetubuhi Riskawati 
hingga selesai dan paling yang terakhir menyetubuhi Riskawati 
adalah Jabbar. 
Dari fakta-fakta di atas, maka perbuatan terdakwa Andika, 
Multazam, Nurlan, Risal, Rahmat, dan Jabbar adalah bentuk 
persetubuhan terhadap Riskawati, sehingga unsur keempat ini 
telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 
 
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang 
Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Perkara No. 
15/Pid.Sus/2012/PN JO 
 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) KUHAP: 
“Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi 
kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili sehingga 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim 
dijamin oleh Undang-undang.” 
 
Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh Hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan 
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Hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, 
kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus 
posisinya karena putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak 
pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, 
penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika serta moralitas Hakim 
yang bersangkutan. Untuk itu Hakim dituntut melakukan kegiatan 
menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 
kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan 
keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan 
peniliaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan 
hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan 
menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. 
1. Analisis Penulis 
Berdasarkan apa yang ditemukan mengenai hal yang diteliti 
oleh penulis, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus Persetubuhan terhadap 
anak yang dilakukan secara bersama-sama tersebut untuk sebagian 
telah sesuai dengan teori pemidanaan namun dalam pertimbangan 
mengenai hal-hal yang memberatkan, perlu diketahui bahwa 
perbuatan terdakwa Andika bukan hanya membuat malu atau aib 
dari peristiwa pemerkosaan itu juga harus ditanggung oleh keluarga 
saksi korban Riskawati. 
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Selain itu, perbuatan terdakwa Andika juga mengakibatkan 
trauma yang mendalam dan ketakutan serta luka fisik pada alat 
reproduksi saksi korban Riskawati Binti Naking Dg. Tiro. Karena, 
korban sebagai seorang wanita setelah kejadian ini tersebut telah 
kehilangan keperawanannya untuk selamanya yang hanya dapat 
dimiliki seumur hidup dengan cara yang sangat tidak manusiawi 
yang dengan terlebih dahulu membuat saksi korban Riskawati Binti 
Naking Dg. Tiro menjadi lemas tidak berdaya dan tidak sadarkan diri 
setelah diberi minuman soda yang sudah dicampur dengan sebiji 
obat Bodrex yang diberikan oleh terdakwa Andika dan kemudian 
menyetubuhi Riskawati secara bergiliran atau bergantian oleh 
teman-teman terdakwa. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa 
saksi korban Riskawati Binti Naking Dg.Tiro perlu mendapatkan 
penanganan Psikologis. 
Namun disamping hal tersebut, dalam amar putusan yang yang 
dijatuhkan Hakim telah mempertimbangkan pelaku sebagai Anak 
Nakal dalam dalam Pasal 22 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak, namun tujuan tindakan untuk mendidik dan 
memperbaiki pelaku dalam pertimbangannya menurut penulis untuk 
sebagian belum sesuai dengan teori pemidanaannya yaitu teori 
penjeraan dan teori memperbaiki. 
Selain itu, dengan dijatuhkannya tindakan oleh Hakim berupa 
“mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh”, 
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menurut penulis terdakwa Andika tidak diberikan efek jera dan 
dengan mudahnya mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan 
tidak mudahnya pula mampu memperbaiki diri terdakwa Andika 
meskipun terdakwa Andika telah menyesali serta telah menikahi 
saksi Riskawati Binti Naking Dg. Tiro. 
Menurut penulis sendiri, suatu hukuman yang dijatuhkan 
terhadap diri terdakwa Andika harus merupakan suatu penghukuman 
yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan merupakan 
suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa adanya 
intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaklah dapat 
memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang terlibat terutama 
bagi saksi korban Riskawati Binti Naking Dg. Tiro. Meskipun dalam 
proses persidangan terdakwa banyak melakukan hal-hal yang dapat 
meringankannya namun tetap harus diperhatikan substansi 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang pada kasus ini 
melakukan perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara 
bersama-sama dan menyebabkan korban Riskawati Binti Naking Dg. 
Tiro pada selaput darahnya (Hymen) tampak terkoyak dengan 
robekan, dan saksi korban Riskawati pun harus menanggung malu 
atau aib dari peristiwa ini itu juga ditanggung oleh keluarga saksi 
korban Riskawati. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan 
dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus persetubuhan 
terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama pada 
perkara pidana yang terdapat dalam putusan No. 
15/Pid.Sus/2012/PN JO telah menerapkan Pasal 285 KUHP Jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku sebab Hakim dalam 
menerapkan hukum pidana materiil tidak memperhatikan asas lex 
specialist derogate legi generali. Sebagaimana diketahui bahwa 
antara ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan Pasal 285 
KUHP memuat unsur-unsur tindak pidana yang sama, dengan 
perbedaan terletak pada objek atau sasaran kejahatan (korban) 
yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 
tentang perlindungan Anak (korbannya adalah perempuan yang 
tergolong anak atau orang belum dewasa) sedangkan Pasal 285 
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KUHP tidak memuat unsur-unsur tersebut (korbannya adalah 
perempuan dalam arti umum), jadi hukum pidana materiil yang 
tepat untuk diterapkan kepada terdakwa Andika adalah Pasal 81 
ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
anak. 
2. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap 
terdakwa Andika dalam kasus tersebut untuk sebagian telah 
sesuai dengan teori pemidanaan namun dalam pertimbangan 
mengenai hal-hal yang memberatkan, perlu diketahui bahwa 
perbuatan terdakwa Andika bukan hanya membuat malu saksi 
korban Riskawati dan keluarganya juga mengakibatkan trauma 
yang mendalam serta luka fisik pada alat reproduksi saksi korban 
Riskawati. Oleh karena itu, korban Riskawati perlu mendapatkan 
penanganan psikologis. Menurut penulis sendiri, suatu hukuman 
yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Andika harus merupakan 
suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukannya dan merupakan suatu putusan yang diambil secara 
adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. 
Putusan tersebut hendaklah dapat memenuhi rasa keadilan bagi 
setiap pihak yang terlibat terutama bagi saksi korban Riskawati 
Binti Naking Dg. Tiro. Meskipun dalam proses persidangan 
terdakwa banyak melakukan hal-hal yang dapat meringankannya 
namun tetap harus diperhatikan substansi perbuatan yang 
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dilakukan oleh terdakwa yang pada kasus ini melakukan 
perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara bersama-sama 
dan menyebabkan korban Riskawati Binti Naking Dg. Tiro pada 
selaput darahnya (Hymen) tampak terkoyak dengan robekan, dan 
saksi korban Riskawati pun harus menanggung malu atau aib dari 
peristiwa ini itu juga ditanggung oleh keluarga saksi korban 
Riskawati. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapah hal sebagai berikut: 
1. Terkait dengan penegak hukumnya yang menjalankan tugasnya 
sebagaimana mestinya, maka penulis hanya ingin mengingatkan 
kembali agar kedepannya tetap menjalankan dengan baik. Jaksa 
Penuntut Umum yang teliti dan cermat dalam menyusun surat 
dakwaan serta Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan juga fakta-fakta yang 
timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun 
objektif sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat. 
2. Anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana persetubuhan harus 
mendapat perhatian yang lebih khusus dari orang tua dan orang-
orang dilingkungan sekitarnya agar anak tersebut tetap percaya diri 
serta dapat berprestasi. 
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